SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11
ayat (1} Undang-Undang Nemeor 153 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah, maka perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan
Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Papua Tengah.

Pasal 13 ayat (0) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang

Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135,
Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi
Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor
155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6697);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Repuhblik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pemhentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

4.Undang-Undang...... /2
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5587)
sehagaimana felah dinhah heherapakali  terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

A Tatel)

otuZ),

7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 Tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman
Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomer 826);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK.
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BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Daerah ini yang dimaksud dengan :

L.
2.

110

11.

(1)

Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnva
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah vang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Gubernur adalah Gubernur Papua Tengah.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah.

Dinas adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Provinsi Papua Tengah.

Kepala Dinas adalah Kepala pada Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Tengah.

Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Tengah.

Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Tengah.

Kepala Sub Bagian adalah Kepala Subbagian pada Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua
Tengah.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi
pegawal negeri sipil dan pegawail pemerintah dengan perjanjian kerja yang
bekerja pada instansi pemerintah.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang
Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
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bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

Pasal 3

Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri

atas :
a. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Tata Usaha; dan
2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran.

b. Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial,
membawahi :
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1. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;

2. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial
dan Korban Perdagangan Orang; dan;

3. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial.

C. DBidaug Peiibeiddydaii Susial ddil  Peliaiigaiiail  Fakiio  Miskiii,
membawahi :
1. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;

2. Seksi Pemberdayaan Sosial Masyarakat, Penyaluran Bantuan
Stimulan dan Penataan Lingkungan; dan

3. Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial.

d. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
membawabhi :

1. Seksi Kualitas Hidup Perempuan dan Pencegahan Kekerasan
terhadap Perempuan dan Anak;

2. Seksi Pemenuhan Hak Anak dan Layanan bagi Perempuan
Korban Kekerasan dan Anak yang memerlukan Perlindungan
Khusus; dan

3. Seksi Kualitas Keluarga, Pengelolaan Data Gender dan Anak.
e. Unil Pelaksana Teknis Dinas; dan
f.  Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang vang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris; dan
Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

BAB III
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Dinas

Pasal 4

Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas

membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang Sosial, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak serta tugas pembantuan.

Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak;

b. penyusunan rencana program/kegiatan tahunan tingkat Provinsi
sejalan dengan perencanaan nasional di bidang Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak;

c. pembinaan, pelayanan dan rehabilitasi, pemberdayaan dan
perlindungan serta pemberian bantuan dan jaminan sosial;

d. pemantauan dan evaluasi program di bidang Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak;

e.pengelolaan...... /5
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e. pengelolaan urusan kesekretariatan dinas;

f. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung
jawas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

g. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise atas pelaksanaan urusan
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

h. pelaksanaan dukungan substantive kepada seluruh unsur organisasi
di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak; dan

1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a,
mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan
mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian,
perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat
dan pratokal

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sekretariat mempunyai fungsi :

a. penyiapan perumusan kebijakan analisis determinan bidang sosial;

b. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak:

pengelolaan pelayanan administrasi umum dan perizinan;

pengelolaan administrasi kepegawaian;

pengelolaan administrasi keuangan;

pengelolaan administrasi perlengkapan;

pengelolaan aset dan barang milik negara;

pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan
protokol;

pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan
perundang-undangan;

SRS A0
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j. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;

k. pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan tatalaksana;
dan
1. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)

huruf a angka 1, mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan
pengiriman  surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas,
kearsipan dan perpustakaan;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan wurusan rumah tangga dan
keprotokolan;

c. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas di bidang hubungan
masyarakat dan pengaduan masyarakat;

d.menyiapkan...... /6
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menyiapkan bahan penyusunan perencanaan kebutuhan
kepegawaian mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan,
usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan,
kenaikan pangkat, Sasaran Kerja Pegawai, Daftar Urutan
Kepangkatan. Sumpah/.Janji Aparatur Sinil Negara, Gaii Rerkala,
kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian
dinas, izin belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawali,
menyusun standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional
dan menyelenggarakan pengelolaan administrasi aparatur sipil negara
lainnya:

. menyiapkan bahan pelaksanaan administrasi kesekretariatan

penilaian angka kredit jabatan fungsional rumpun bidang sosial;
menyiapkan bahan pelaksanaan administrasi kesekretariatan
penilaian angka kredit jabatan fungsional rumpun bidang
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan
perundang-undangan;

. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan kebutuhan

perlengkapan, pengadaan, perawatan perlengkapan kantor dan
pengamanan;

menyiapkan bahan fasilitasi dan pelaksanaan penyusunan analisis
jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan;

menyiapkan bahan penyelesaian masalah hukum di bidang
kepegawaian; dan

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, mempunyai tugas :

a.
b.

menyiapkan bahan pengelolaan dan koordinasi analisis bidang sosial;
menyiapkan bahan pengelolaan dan koordinasi analisis bidang
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis dan
program bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak melalui mekanisme daerah;

d. menyiapkan bahan penghimpunan data dan penyiapan bahan
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koordinasi penyusunan program;

menyiapkan bahan pelaksanaan pengolahan data;

menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan program;

menyiapkan bahan penghimpunan data dan menyiapkan bahan
penyusunan program anggaran,

menyiapkan bahan perencanaan sisiem penganggaran dan kebijakan;
menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan standar pelayanan
minimal bidang sosial;

menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan pengelolaan sistem
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

mieilyiapkaii baliaii Kovidiiiasi pelaksaiiaaii keijasaiiia dail penelitiail
bidang sosial;

menyiapkan bahan pelayanan informasi dan komunikasi;

. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang

pengelolaan sistem informasi dan pengelolaan data dan informasi;

n. menyiapkan bahan meonitoring serta evaluasi organisasi dan

pelaporan; dan
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
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Bagian Ketiga
Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial

Pasal 7

Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan

kebijakan teknis bidang rehabilitasi sosial dan perlindungan jaminan sosial
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada avat (1). Bidang

Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial mempunyai fungsi

meliputi:

a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan
dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak di dalam panti
dan/atau lembaga;

b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan
dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di
dalam panti dan/atau lembaga;

c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan
dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban
perdagangan orang di dalam panti dan/atau lembaga;

d. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan
dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia di dalam panti dan/atau
lembaga;

e. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan
dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam;

f. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan
dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial;

g. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan
dan evaluasi jaminan sosial keluarga;

h. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang rehabilitasi
sosial di dalam panti dan/atau lembaga serta perlindungan dan
jaminan sosial;

i. pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA)
untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada Kementerian Sosial;

J. pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA
untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada Kementerian Sosial; dan

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Pasal 8

Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia mempunyai tugas
menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan rehabilitasi sosial
anak dan lanjut usia di dalam panti dan/atau lembaga.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi

Rehahilitasi Sosial Anak dan Lanjut llsia mempunvai fungsi meliputi

a. pelaksanaan rumusan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis,
serta
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan sosial anak balita
serta pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia dan
pengangkatan anak oleh orang tua tunggal:

b. pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak
terlantar;

c.pelaksanaan...... /8
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c. pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak
berhadapan dengan hukum;

d. pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta
pemantanan dan evaluasi pelaksanaan rehahilitasi sosial anak yvang
memerlukan perlindungan khusus;

e. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi,
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial
lanjut usia;

f. pelaksanaan kebijakan. pelaksanaan bimbingan teknis. serta
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kelembagaan
rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia; dan

g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial dan

Korban Perdagangan Orang melaksanakan tugas melaksanakan

kebijakan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan tuna sosial dan

korban perdagangan orang.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Seksi

Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial dan Korban

Perdagangan Orang mempunyai fuingsi melipuiti:

a. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi,
evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang
disabilitas fisik dan sensorik di dalam panti dan/atau lembaga;

b. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi,
evaluasi. dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial gelandangan.
pengemis, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, serta korban
perdagangan orang dan korban tindak kekerasan di dalam panti
dan/atau lembaga;

c. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi,
evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi
sosial eks tuna susila di dalam panti dan/atau lembaga;

d. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi,
evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang
disabilitas mental dan intelektual di dalam panti dan/atau lembaga;

e. pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA)
untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada Kementerian Sosial;

f. pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA
untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada Kementerian Sosial;

g. pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kelembagaan
rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial, dan korban
perdagangan orang di dalam panti dan/atau lembaga; dan

h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan
kebijakan perlindungan dan jaminan sesial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Seksi

Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi meliputi:

a. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi,
evaluasi, dan pelanaran pelaksanaan kesiapsiagaan dan mitigasi;

b.pelaksanaan...... /9
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b. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi,
evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penanganan korban bencana
alam, pemulihan, dan penguatan sosial;

c. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi,
evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kemifraan dan pengelolaan
logistik bencana,;

d. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi,
evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pencegahan, penanganan
korban bencana sosial, politik, dan ekonomi;

e. pelaksanaan kebijakan. pemberian bimbingan teknis. serta supervisi.
evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemulihan sosial dan reintegrasi
sosial;

f. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi,
evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan seleksi, verifikasi, terminasi, dan
kemitraan jaminan sosial keluarga;

g. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi,
serta evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyaluran bantuan dan
pendampingan jaminan sosial keluarga; dan

h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

Bagian Keempat
Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Pasal 9

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf ¢ mempunyai tugas

merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan program kegiatan

di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang

Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai fungsi

meliputi:

a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan
dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan
kelembagaan masyarakat;

b. pengkoordinasi pelaksanaan kebiyakan teknis, iasilitasi, koordinasi,
serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat
terpencil oleh kabupaten/kota;

c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan
dan evaluasi pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan,
Kesetiakawanan, dan restorasi sosiai;

d. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan
dan evaluasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial;

e. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan

dan evaluasi pelaksanaan penanganan fakir miskin perdesaan;

pelaksanaain kebyjakaii tekiiis, fasilitasi, kovidiiiasi, seita peiilaiitauail
dan evaluasi pelaksanaan penanganan fakir fakir miskin perkotaan;

g. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan
dan evaluasi pelaksanaan penanganan fakir miskin pesisir, pulau-
pulau kecil, dan perbatasan antarnegara;

h, pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;

i. pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan provinsi; dan

)

j.pelaksanaan...... /10
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J. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.
Pasal 10

Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas mempunyai tugas
melaksanakan kebijakan di bidang identifikasi dan penguatan kapasitas.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Identifikasi dan Penguatan Kapasitas mempunyai fungsi meliputi:

a. pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan provinsi,

b. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi,
evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan identifikasi dan pemetaan;

c. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi,
evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penguatan kapasitas;

d. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi,
evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pendampingan;

e. pelaksanaan kebijakan. pemberian bimbingan teknis. serta supervisi.
evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan sosial; dan

f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Seksi Pemberdayaan Sosial Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan

dan Penataan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di

bidang pemberdavaan sosial masvarakat, penvaluran bantuan stimulan

dan penataan lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Seksi

Pemberdayaan Sosial Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan dan

Penataan Lingkungan mempunyai fungsi meliputi:

a. pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta
pemantauan dan evaluasi pekerja sosial, pekerja sosial masyarakat,
tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, serta tenaga kesejahteraan
sosial dan relawan sosial lainnya;

b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi,
serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat
terpencil oleh kabupaten/kota;

c. melaksanakan kebijakan teknis terkait pemberdayaan perempuan
bidang politik dan sosial budaya;

d. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi,
evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan bantuan stimulan;

e. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi,
evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penataan lingkungan sosial; dan

f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial mempunyai

tugas melaksanakan kebijakan di bidang kelembagaan, kepahlawanan

dan restorasi sosial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Seksi

Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial mempunyai fungsi

meliputi:

a. pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, pemantauan
dan evaluasi penggalian potensi, Kepahlawanan, kKesetiakawanan dan
restorasi sosial;

b. pengelolaan taman makam pahlawan provinsi;

c. pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta
pemantauan dan evaluasi lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga
dail uiiil pedull keluaiga,

d.pelaksanaan...... /11
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d. pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta
pemantauan dan evaluasi kapasitas kelembagaan sosial dan sumber
daya; dan

e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

Bagian Kelima
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 11

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan
kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ridang
Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak mempunyai fungsi meliputi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak;

b. perumusan pedoman teknis dan program pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak;

c. pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria terkait
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

d. pelaksanaan kebijakan bidang pelembagaan pengarusutamaan
gender, bidang pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum,
sosial, dan ekonomi, bidang penguatan dan pengembangan lembaga
penyedia layanan pemberdayaan perempuan, bidang pelembagaan
pemenuhan hak anak, bidang penguatan dan pengembangan lembaga
penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak, bidang
peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak
anak, bidang peningkatan kualitas keluarga dalain mewujudkar
kesetaraan gender, dan bidang penguatan dan pengembangan
lembaga penyedia layanan kualitas keluarga;

e. pelaksanaan pelayanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan
gender dan pemenuhan hak anak;

f. penyiapan perumusan Kkebijakan bidang pencegahan kekerasan
terhadap perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan
khusus, bidang penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan
korban kekerasan dan penyediaan layanan bagi anak yang
memerlukan perlindungan khusus, dan bidang penguatan dan
pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan
dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan
perlindungan khusus;

g. penyiapan perumusan kebijakan bidang pelembagaan
pengarusutamaan gender, bidang pemberdayaan perempuan bidang
politik, hukum, sosial, dan ekonomi, bidang peningkatan kualitas
keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender, dan bidang
penguatan dan  pengembangan lembaga penyedia layanan
pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia layanan kualitas
keluarga;

h. pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis,
dan penyajian data gender dan data anak;

i.pelaksanaan...... /12



